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Buruh Minta DPR Segera
Sahkan UU Ketenagakerjaan

12

sarikat buruh mendesak agar
DPR dan Pemerintah segera
mengesahkan Undang-Undang
Ketenagakerjaan. Bahkan, buruh
memberikan deadline hingga 31
Oktober 2026 untuk pengesahan
undang-undang tersebut.

Desakan itu disampaikan saat
perwakilan buruh bertemu
pimpinan DPR pada Senin
(3/8/2026). Dari pihak buruh hadir
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Imdonesia (KSPSI) Andi
Gani Nena Wea hingga Presiden
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh
indonesia (K5B51) Elly Rosita
Silaban.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad
Syamsurijal mengatakan, akan terus
mengakomodasi seluruh masukan

AGUS SUPRIYADI, Ketua Umum Serikat Buruh Perjuangan

Jika Tak Disahkan, DPR
Abaikan Putusan MK

s

dalam rangka penyusunan draft
naskah akademik Undang-Undang
Ketenagakerjaan. Dia mengaku,
pada masa reses ini pihaknya masih
terus membahas RUU tersebut.

dapat diserap ke dalam RUU.
"Mudah-mudahan ini menjadi
bagian dari perjuangan. Yang
terpenting, seluruh harapan para
pekerja di Indonesia benar-benar

Dalam waktu dekat,
(Timus) hingga Tim Sinkronisasi
(Timsin) akan memberikan masukan
terkait RUU Ketenagaker]aan

1 negara,”
ujarnya.

Lanjutnya, bagaimana
memberikan perlindungan dan

harmunisasi di Baleg. Prosesnya
masih panjang, kemudian kembali
lagi ke Komisi IX dan akan
diparipurnakan menjadi usul
inisiatif Rancangan Undang-Undang
Ketenagakerjaan," ujar Cucun.
Cucun mengatakan pihaknya telah
menerima satu bundel masukan
dari para perwakilan buruh. Dia
berharap seluruh masukan tersebut
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Kami akan melakukan
perlawanan dalam bentuk
aksiaksi kepada DPR dan
Famarintah umtek mendesak
agar undang-undang
tersebut segera disahkan.

bagi
pekerja. Sementara itu, bagi
para pengusaha juga diperlukan
kepastian hukum untuk
menciptakan iklim investasi yang
baik.
“Jadi, apabila kepentingan
pekeria, perlindungan pekerja, dan
hukum bagi peng
dapat berjalan seimbang, iklim
investasi di Indonesia akan tumbuh

ok

Saat ini naskah akadermiknya
sudah ada dan telah menerima
masukan dari berbagai

pihak, mulai dari akademisi,
Pamerintah. pengusaha,
hingga serikat pekerja.

semakin baik," lanjutnya.
Sementara itu, Presiden KSPSI

Senada, Ketua Umum Serikat
Buruh Perjuangan Agus Supriyadi

Andi Gani Nena Wea
terima kasih kepada DPR yang telah
bersedia menerima serikat buruh.
Dia berharap RUU yang tengah
dibahas DPR dapat berpihak kepada
buruh.

“Kami dari 18 konfederasi buruh
dan 157 federasi tingkat nasional.
Artinya, 90 persen kekuatan buruh
ada di koalisi in Saya yakin DPR
serius,” ujar Andi Ga

Dia menjelaskan, bandel yang
diserahkan kepada DPR merupakan
hasil diskusi selama sepekan
terakhir. "Dan kami menyiapkan
draft RUU Ketenagakerjaan selama
satu minggu penuh untuk bisa
berdiskusi dengan DPR," imbuhnya.

IRMA SURYANI CHANIAGO,
Saat Ini Kami Sedang
Lakukan Pembahasan

agar dan
DPR tidak berleha-leha dalam
mengesahkan Undang-Undang
Ketenagakerjaan. Menurut Agus,
pada Oktober 2026 harus sudah ada
undang-undang yang sesuai dengan
harapan buruh.

Menanggapi hal itu, anggota
Komisi IX DPR Irma Suryani
Chaniago mengatakan akan
berupaya menyelesaikan
pembahasan Undang-Undang
Ketenagakerjaan sesuai waktu yang
telah ditetapkan.

Untuk mengetahui lebih jelas
pandangan dan respons Irma
Suryani Chaniago serta Agus.
Supriyadi, berikut wawancaranya.

Anggota Kamisi X DPR

Pemerintah memiliki waktu tiga tahun

untuk Undang Undang

agar DPR
kan L'ndang—l_fndang (:,akﬂ]a Ketenagakerjaan yang baru
an pada Oltober 2026,

Begini. Kami memang mt-nd( sak
Pemerintah dan DPR segera menge-
sahkan Undang.Undang Ketenaga
kerjaan pada Oktober 2026 karena
menindaklanjuti putusan MK

Kami meminta dibuatkan undang
undang baru, bukan merevisi undang,
undang yang lama

Bagaimana jika Oktober 2026
Belum bisa disahkan?

Seharusnya masih cukup waktu,
karena Putusan MK Nomor 168 ter
bit pada 2023, Artinya. DPR dan

Tidak ada alasan untuk tidak menge
sabkannya, apalagi hanya karena
alasan masih mendalami keterangan
akademisi. guru besar. buruh, maupun
pibak lainnya.

Apa dampaknya jika Oktober
2026 belum bisa disahkan?

Itu berarti DPR dan Pemerintah
tidak menjalankan putusan MK serta
mengabaikan amanat konstitusi.

Apakah akan melakukan per
lawanan?
Kami akan melakukan perlawanan

dalam bentuk aksi aksi kepada DPR dan
Pemerintah untuk mendesak agar un
dang undang tersebut segera disahkan

Ada beberapa isu penting yans
disuarakan buruh dalam U,
Undang rj Pisa_] =
s Dt atel meminl: S
sistem oursourcing dibapus dalam
Undang Undang Ketenagakerjaan

yang baru

Bagaimana jika tidak dihapus?

Ada desakan dari buruh agar
Undang-Undang Ketenagakerjaan
disahkan pada Oktober 2026.
Bagaimana respons An:

Bukan semata mata desakan bu
ruh, tetapi memang berdasarkan
putusan MK yang mengamanatkan
penyelesaiannya paling lambat
Sesuai tenggat telah ditentu
kan. Oktaber 2026 merupakan batas
waktu tersebut

Bagaimana perkembangan pem
bahasan Undang. Undang Ketena

Minimal hanya ada empat jents
pekerjaan yang dapar dialibd
fountsourciig), yakni sopir, cloaming

serviee, perugas keamanan fsecurity)
dan pegawai katering. m REN
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Saat ini naskah akademiknya sudah
ada dan telah menerima masukan dari
berbagai pihak. mulai dari akademisi.

Pemerintah, pengusaha. hingga seri
kat pekerja.

Apakah sudah dibahas juga di
Panitia Kerja (Panja) yang telah
dibentuk Komisi LX DPR?

Ya. Saat ini kami juga sedang mem
bahasnya di Panja RUU Ketenaga
kerjasn dan Insyaallah Selasa pem
bahasan di Panja selesai

T Ol e et B di?
ffiﬂ aaliab.
Ada beberapa isu yang men

jadi fokus dan desakan buruh,
seperti penghapusan sistem

outsourcing serta masa peng
angkatan pekerja maksimal tiga
tahun. bukan lima tahun lagi.
Bagaimana?

Soal eursourcing. PKWT, PK
WTT (Perjanjian Kerja Wakeu Tidak
Tertentu}. kepailitan. syarat PHK.
pekerja informal. hingga platform
digital menjadi fokus pembahasan

Ada kemungkinan outsourcing
dihapu

Sepertinya tidak dihapus. tetap!
akan diperketat dan hanya diber
lakukan untuk jenis pekerjaan
tertentu. Selain itu, tetap harus ada
jenjang karier dan hatas waktu yang
jelas. m REN
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